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BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA

Menimbang :

Mengingat

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN

KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU

. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun

Kabupaten Sekadau merupakan Badan Usaha Milik Daerah
yang bertujuan mengelola dan memberikan pelayanan air
bersih bagi masyarakat;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2014 perlu
ditetapkan Struktur Organisasi, Kepegawaian dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau sebagai dasar pelaksanaan;

. bahwa dengan memperhatikan perkembangan kondisi

ekonomi dan sosial masyarakat, Peraturan Bupati Sekadau
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi, Kepegawaian dan
Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun
Kabupaten Sekadau dianggap tidak sesuai lagi dengan
perkembangan pelayanan sehingga perlu dirubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Sekadau tentang Struktur Organisasi, Kepegawaian
dan Tata Kerja Perusahaan Air Minum Sirin Meragun
Kabupaten Sekadau;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 2387);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974

tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau
di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah
Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara
Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum:

. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2014

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun
Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau
Tahun 2014 Nomor 6);

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Organisasi, Kepegawaian dan Tata Kerja Perusahaan Daerah
Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau (Berita
Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Bupati Sekadau Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi
Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016
Nomor 10);

Keputusan Bupati Sekadau Nomor 500/375/EKON/2014
tentang Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan
Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau.

Keputusan Bupati Sekadau Nomor 500/72/EKON/2015
tentang Penunjukan Dewan Pengawas Sementara




Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau.

14. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 500/5/EKON/2016
tentang  Penunjukan Dewan Pengawas Sementara
Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG STRUKTUR
ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN
KABUPATEN SEKADAU

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Sekadau.

3. Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun yang selanjutnya disingkat
PDAM Sirin Meragun.

4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Sirin Meragun

5. Dewan Pengawas Sementara adalah Dewan Pengawas Sementara PDAM Sirin
Meragun.

6. Direktur adalah Direktur PDAM Sirin Meragun.

7. Direktur Sementara adalah Direktur Sementara PDAM Sirin Meragun.

8. Satuan Pengawas Intern adalah Kepala Satuan Pengawas Intern di
lingkungan PDAM Sirin Meragun.

9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan PDAM Sirin Meragun.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan PDAM Sirin Meragun.

11. Pegawai adalah Pegawai PDAM Sirin Meragun yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur.

12. Unit adalah unit Pelayanan PDAM Sirin Meragun yang berkedudukan di
setiap kecamatan.

13. Kantor Pusat PDAM Sirin Meragun berkedudukan di Kota Sekadau.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

1) PDAM Sirin Meragun sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Sekadau.

2) PDAM Sirin Meragun diselenggarakan atas dasar azas ekonomi perusahaan
yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) PDAM Sirin Meragun dipimpin oleh Direktur dan berada dibawah pengawasan
Dewan Pengawas.




Pasal 3

PDAM mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a.
b.

1)

memberikan pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat;
menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang
terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang
ditetapkan;

melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk
pelaksanaan  konstruksi yang menjadi  tanggungjawabnya, serta
pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;

melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan
sesuai dengan tarif yang ditetapkan;

membuat laporan penyelenggara kegiatan PDAM secara transparan, akuntabel
sesuai dengan tata pengusahaan yang baik;

menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan PDAM kepada Bupati
Sekadau sesuai mekanisme yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi PDAM Sirin Meragun terdiri dari :
a. Bupati;
b. Dewan Pengawas;
c. Direktur membawahi, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, Kepala
Bagian Teknik, Pengawas Intern dan Unit-unit.
d. Bagian Administrasi dan Keuangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
1) Seksi Hubungan Langganan;
2) Seksi Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3) Seksi Pembukuan dan Kas.
e. Bagian Teknik membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
1) Seksi Produksi;
2) Seksi Distribusi;
3) Seksi Perencanaan Teknik.
f. Unit-unit; dan
g. Pengawas Intern.

Bagan Struktur Organisasi PDAM Sirin Meragun sebagaimana tercantum pada
lampiran Peraturan Bupati ini.



1)

2)

1)

2)

3)

Bagian Kedua
Bupati

Pasal 5

Bupati selaku pemilik modal Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun

mempunyai kewenangan :

mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas;

mengangkat dan memberhentikan Direktur;

Menetapkan gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi Direktur;

menetapkan uang jasa dan bagian dari jasa produksi Dewan Pengawas;

menetapkan uang jasa pengabdian Direktur dan Dewan Pengawas;
memberikan persetujuan dan/atau penolakan atas penjualan, penjaminan
atau pelepasan aset PDAM;

g memberikan persetujuan dan/atau penolakan atas kegiatan PDAM yang
meliputi pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan
kerjasama dengan pihak lain;

h. memberikan persetujuan/pengesahan dan/atau penolakan atas Anggaran
Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan dan Rencana Strategi Bisnis
(business plan/corporate plan) PDAM.

~0 a0 o

Bupati sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) point b sampai dengan point h,
dilaksanakan melalui mekanisme pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 6

Bupati dapat menunjuk Dewan Pengawas Sementara yang menjalankan
fungsi, tugas dan wewenang Dewan Pengawas, sampai ditetapkan Dewan
Pengawas Divenitif.

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) beranggotakan paling
banyak 3 (tiga) orang dan diambil dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah,
profesional dan/atau masyarakat konsumen.

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap
pengurus dan pengelolaan PDAM;

b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak
diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain
pengangkatan Direktur, Program Kerja yang diajukan Direktur, rencana
perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum
dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani
Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dan;

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business
plan/corporate plan) dan Rencana Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat
Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.



Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal (6)
mempunyai wewenang :

a.
b.

1)

2)

3)
4)

(1)
(2)

menilai kenerja Direktur dalam mengelola PDAM;
menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur
untuk mendapat pengesahan Bupati;

. meminta Kketerangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan

PDAM, dan;
mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan
pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 8

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk
Sekretariat Dewan Pengawas.

Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang yang diambil dari Pemerintah
Daerah dan unsur PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan
Pengawas.

Anggota Sekretariat Dewan Pengawas mendapatkan honorarium.

Segala biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian Dewan Pengawas

Pasal 9

Penghasilan Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk uang jasa;

Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai

berikut:

a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar
45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur;

b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa
sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur;

c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh
lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 10

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian
dari jasa produksi secara proposional dengan berpedoman pada kententuan
pasal 9 ayat (2).



1)

1)

Bagian Kempat
Direktur

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Bupati dapat menunjuk Direktur Sementara yang menjalankan fungsi, tugas
dan wewenang Direktur, sampai ditetapkan Direktur Divenitif.

Direktur PDAM Sirin Meragun mempunyai tugas :

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh

kegiatan operasional PDAM;

membina pegawai PDAM;

mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

menyusun Rencana Stategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business

plan/corporate plan) yang disahkan Kepala Daerah melalui usul Dewan

Pengawas;

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan
PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Stategis Bisnis
(business plan/corporate plan) kepada Bupati untuk mendapatkan
pengesahan melalui Dewan Pengawas;

g menyusun tambahan atau perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran
Tahunan dalam tahun yang bersangkutan kepada Bupati untuk
mendapatkan pengesahan melalui Dewan Pengawas; dan

h. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM melalui
Dewan Pengawas.

° Qoo

Pasal 12

Direktur PDAM Sirin Meragun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pasal 11 mempunyai wewenang :

a.

b.

5RO Q0

mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan
Kepegawaian PDAM;

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM dengan Persetujuan
Dewan Pengawas;

mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;

mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;

menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;

menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan
persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;

melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian, dan melakukan
kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas
pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Dewan Pengawas.



1)

2)

3)

4)

Paragraf 2
Penghasilan Direktur

Pasal 14

- Besarnya gaji Direktur per bulan ditetapkan dua setengah (2,5) kali gaji

tertinggi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten
Sekadau.

. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi diberikan dana

representatif sebanyak 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan gaji
selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 15

Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian

berada langsung dibawah Direktur terdiri dari :

a. Seksi Hubungan Langganan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi:

b. Seksi Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi;

c. Seksi Pembukuan dan Kas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab kepada

Direktur.

Kepala Seksi Hubungan Langganan, Kepala Seksi Administrasi Umum dan

Kepegawaian, Kepala Seksi Pembukuan dan Kas, bertanggungjawab kepada

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi dibantu oleh beberapa staf yang

ditempatkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 16

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas, wewenang dan

tanggungjawab :

a. menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan administrasi, keuangan dan
kepegawaian,;

b. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan peralatan dan
perlengkapan;

c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta
pembelanjaan dan kekayaan perusahaan;

d. mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan air
dari pelanggan;

e. menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Direktur paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan untuk kegiatan bulan
sebelumnya;

f. membuat laporan piutang air, non air dan piutang lainnya kepada Direktur
paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan untuk kegiatan bulan
sebelumnya;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.




Pasal 17

Kepala Seksi Hubungan Langganan mempunyai tugas, wewenang dan

tanggungjawab :

a. melaksanakan pelayanan administrasi yang berhubungan dengan langganan,
seperti registrasi sambungan baru, balik nama, penutupan, administrasi dan
pelaksanaan penggantian meter dan pengaduan pelanggan;

b. melakukan penertiban water meter pelanggan dan penggunaan air pelanggan
yang tidak wajar, serta penertiban sambungan air minum ilegal;

¢. menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Kepala Bagian
Administrasi dan Keuangan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan
untuk kegiatan bulan sebelumnya;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

Pasal 18

Kepala Seksi Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, wewenang

dan tanggungjawab :

melaksanakan administrasi secara umum perkantoran PDAM;

menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;

melaksanakan pemeliharaan bangunan umum milik PDAM:;

menyelenggarakan kegiatan administrasi penerimaan, penyimpanan dan
pengeluaran barang, pengeloloan perlengkapan sarana umum perusahaan dan
kendaraan dinas;

e. melaksanakan pemeliharaan barang-barang inventaris dan aset perusahaan
dan pertamanan;

f. mengelola pelaksanaan anggaran, membuat kontrak dengan pihak ketiga,
termasuk pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola;

g mempersiapkan perhitungan pembayaran segala hak pegawai, Direktur dan
Dewan Pengawas;

h. merencanakan, melaksanakan peningkatan dan pemberdayaan SDM, analisis
jabatan, promosi dan mutasi pegawai;

i. melaksanakan administrasi kepegawaian, meliputi kesejahteraan pegawai,
pendidikan dan latihan pegawai serta biaya perjalanan dinas pegawai;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hak-hak
pegawai yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga termasuk yang
dilaksanakan secara swakelola seperti jaminan kesehatan, dana pensiun dan
lain-lain;

k. menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Direktur paling
lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan untuk kegiatan bulan sebelumnya;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

oo o

Pasal 19

Kepala Seksi Pembukuan dan Kas mempunyai tugas, wewenang dan

tanggungjawab:

a. melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja perusahaan;

b. melaksanakan penerbitan rekening air dan non air;

c. menyelenggarakan seluruh fungsi administrasi keuangan dan pembukuan
serta kegiatan yang berkaitan dengan bank, pajak dan asuransi;

d. mengadakan penelitian dan perhitungan realisasi anggaran;



1)

2]
3)

4)

menyusun laporan administrasi secara berkala, baik laporan bulanan,
triwulan maupun tahunan;

melakukan pembayaran atas biaya-biaya anggaran perusahaan yang harus
dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Kepala Bagian
Administrasi dan Keuangan paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan
untuk kegiatan bulan sebelumnya;

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Bagian Keenam
Bagian Teknik

Pasal 20

Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Teknik berada langsung
dibawah Direktur terdiri dari :

a. Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

b. Seksi Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

c. Seksi Perencanaan Teknik oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Bagian Teknik bertanggungjawab kepada Direktur.

Kepala Seksi Produksi, Kepala Seksi Distribusi, dan Kepala Perencanaan
Teknik bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Seksi dibantu oleh beberapa staf yang
ditempatkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 21

Kepala Bagian Teknik mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :

a.

memimpin dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang produksi,
perawatan, distribusi dan perencanaan kegiatan dibidang teknik yang ada di
PDAM;

memimpin dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan operasional seluruh
instalasi air yang digunakan untuk menyalurkan air kepada pelanggan sesuai
dengan standar kualitas yang ditetapkan;

. memimpin dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi, sumber mata

air dan sumber mata air bawah tanah dan lainya;

menyusun dan menetapkan instruksi teknik tentang sistem dan prusedur
dalam pengoperasian pendistribusian air baik secara sistem perpipan
gravitasi, maupun sistem instalasi pengolahan air;

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan
kimia;

menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Direktur paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan untuk kegiatan bulan
sebelumnya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
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Pasal 22

Kepala Seksi Produksi mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :

a.

= T

menyusun rencana keperluan material untuk peralatan mesin-mesin produksi
serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyediaan air minum;
melakukan pengujian, penelitian dan menilai peralatan teknik yang berkaitan
dengan instalasi pengolahan air sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
melaksanakan dan mengendalikan pengolahan air di instalasi pengolah air;
mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan instalasi pengolah air yang
berasal dari sungai, kolam maupun sumur-sumur air;

. menjaga dan mengawasi kualitas dan kuantitas produksi air di instalasi

pengolahan air berasal dari sungai, kolam maupun sumur-sumur air;
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan instalasi pengolahan
air, instalasi pompa dan lingkungannya;

merekomendasikan jenis bahan kimia yang efektif dan efisien untuk
digunakan oleh instalasi pengolahan yang air yang dimiliki PDAM;

menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Kepala Bagian
Teknik paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan untuk kegiatan
bulan sebelumnya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

Pasal 23

Kepala Seksi Distribusi mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab :

a.
b.

&

ol

merencanakan dan mengusulkan penggantian meter induk distribusi;
mengatur dan pencatatan tekanan dan aliran air secara periodik dimasing-
masing meter induk disetiap zona langganan;

mengendalikan kelancaran suplai air dari intake menuju reservoar sampai
dengan pipa distribusi;

. melaksanakan perawatan seluruh instalasi air yang bersumber dari Sirin

Meragun seperti; bangunan intake, pipa transmisi, pipa distribusi, bak
pelepas tekan, jembatan pipa, air valve, wash out, reservor dan bangunan
pendukung lainnya;

mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa distribusi dalam rangka
pembagian air secara merata;

memperbaiki kebocoran-kebocoran pipa transimisi dan distribusi;

mengatur pemakaian mobil tangki baik kepada pelanggan maupun non
pelanggan;

. melaksanakan pemasangan jaringan pipa transmisi dan pipa distribusi;

melaksanakan pemasangan sambungan rumah baru, pemindahan
sambungan rumah, pelaksanaan penggantian meter;

memberikan  saran dan  tindaklanjut kepada atasan terhadap
kendala/gangguan yang terjadi dilapangan, apabila hal tersebut belum
mampu diatasi serta memerlukan penanganan yang serius;

menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Kepala Bagian
Teknik paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan untuk kegiatan
bulan sebelumnya;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
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Pasal 24

Kepala Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas :

a. mengadakan survey terhadap sumber-sumber air yang potensial untuk
dikembangkan menjadi sumber air baku perusahaan;

b. melakukan analisa terhadap jaringan, jumlah penduduk, jumlah pelanggan
dan cakupan pelayanan;

c. menganalisa, merencanakan dan mengusulkan rehabilitasi jaringan pipa
transmisi, distribusi dan tersier untuk menjaga distribusi aliran dan tekanan
air yang merata;

d. merencanakan pengembangan sarana pendukung pelayanan air kepada
masyarakat seperti penambahan pipa distribusi dan bangunan pendukung
lainnya;

e. merencanakan, mengawasi perbaikan dan pembangunan instalasi produksi,
jaringan perpipaan dan bangunan pendukung lainnya;

f. Mengawasi pelaksanaan pemasangan sambungan rumah baru dan
pemasangan serta pemeliharaan jaringan pipa tersier yang dilaksanakan di
unit-unit kecamatan;

g menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Kepala Bagian
Teknik paling lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan untuk kegiatan
bulan sebelumnya;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Unit Perusahaan

Pasal 25

1) Unit perusahaan dibentuk di setiap kecamatan dan berkedudukan di
kecamatan;

2) Unit Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang kedudukannya sama
dengan Kepala Seksi, langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur;

3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit dibantu oleh beberapa staf yang
ditempatkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 26

Unit Perusahaan terdiri dari 6 (tujuh) unit yaitu :

Unit Rawak;

Unit Nanga Taman;

Unit Nanga Mahap;

Unit Sei.Ayak;

Unit Nanga Belitang; dan

Unit Balai Sepuak. ~

me a0 T

Pasal 27

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. merencanakan dan menetapkan program Kkerja unit perusahaan untuk
diteruskan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan,;

b. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan unit perusahaan yang
menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

12



e o0

1)

2)

3)

4)

mengkoordinasikan kegiatan unit perusahaan dengan kantor pusat PDAM;
menyusun laporan hasil kegiatan sesuai dengan tugas, wewenang dan
tanggungjawab secara periodik untuk disampaikan kepada Direktur paling
lambat tanggal 7 (tujuh) pada setiap bulan untuk kegiatan bulan sebelumnya;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Satuan Pengawas Intern

Pasal 28

Satuan Pengawasan Intern atau disingkat SPI adalah unsur pengawas intern
PDAM yang berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
Satuan Pengawas Intern dipimpin seorang Kepala setingkat Kepala Bagian
yang bertindak secara fungsional sebagai Inspektur yang bertanggungjawab
langsung kepada Direktur;

Kepala Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan wewenang, tugas dan
tanggungjawabnya secara fungsional dibantu oleh staf;

Penetapan staf yang membantu Kepala Bagian SPI ditetapkan dengan
Keputusan Direktur;

Pasal 29
Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai wewenang, tugas dan
tanggungjawab :
a. membantu Direktur dalam pengawasan dan penilaian atas sistem

pengendalian, pengelolaan manajemen dan pelaksanaannya pada perusahaan
serta memberikan saran-saran perbaikan;

menjaga kelancaran tugas masing-masing satuan organisasi PDAM, sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing;

menerima dan meneliti laporan masing-masing unit perusahaan serta
membuat Rekapitulasi Laporan Harian Kas (LHK), Jurnal Penerimaan Kas
(JPK) dan membuat prosentase penagihan rekening air setiap bulan;
melakukan stock opname minimal 1(satu) kali dalam setahun, meliputi: kas,
persedian barang, piutang rekening air dan non air;

melaksanakan pemeriksaan reguler ke masing-masing unit perusahaan sesuai
tugas Direktur;

tindaklanjut penyelesaian atas setiap pelanggaran displin/hukuman yang
dilakukan oleh pegawai, pelanggan dan non pelanggan atas segala tata aturan,
hak, harta benda, air produksi PDAM dalam ruang lingkup kantor, instalasi,
maupun daerah pelayanan PDAM;

pendampingan dan penyampaian data untuk keperluan auditor independen,
Inspektorat Kabupaten Sekadau dan/atau instansi pemeriksa lainnya;
tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan eksternal;

membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang, tugas dan
tanggungjawabnya kepada Kepala Direktur paling lambat tanggal 20 (dua
puluh) setiap bulan untuk kegiatan bulan sebelumnya;
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1)

2)

3)

4)

S)

2)

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 30

Pengangkatan pegawai PDAM dilakukan hanya mengisi formasi yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan pendidikan khusus dan profesionalisme
calon pegawai;

Pengangkatan Pegawai PDAM baru harus memenuhi persyaratan :

warga Negara Republik Indonesia;

berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;

mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direktur;
usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan

f. lulus Seleksi.

Pengangkatan pegawai tetap PDAM dilakukan melalui masa percobaan paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan
memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
penilaian meliputi :

loyalitas;

kecakapan;

kesehatan;

kerjasama;

kerajinan;

prestasi Kerja; dan

g. kejujuran.

Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberhentikan tanpa
mendapat uang pesangon.

°poop

O QO o

Pasal 31

Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium
yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada
upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota.

Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan
menduduki jabatan.
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Bagian Kedua
Kepangkatan

Pasal 32

Pegawai PDAM diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.

Pasal 33
Pangkat dan golongan pegawai PDAM ditentukan sebagai berikut:
1) Pegawai Dasar Muda : golongan A ruang 1 disebut golongan Al
2) Pegawai Dasar Muda 1 : golongan A ruang 2 disebut golongan A2
3) Pegawai Dasar : golongan A ruang 3 disebut golongan A3
4) Pegawai Dasar 1 : golongan A ruang 2 disebut golongan A4
5) Pelaksana Muda : golongan B ruang 1 disebut golongan B1
6) Pelaksana Muda 1 : golongan B ruang 2 disebut golongan B2
7) Pelaksana : golongan B ruang 3 disebut golongan B3
8) Pelaksana 1 : golongan B ruang 4 disebut golongan B4
9) Staf Muda : golongan C ruang 1 disebut golongan C1
10) Staf Muda 1 : golongan C ruang 2 disebut golongan C2
11) Staf : golongan C ruang 3 disebut golongan C3
12) Stafl : golongan C ruang 4 disebut golongan C4
13) Staf Madya : golongan D ruang 1 disebut golongan D1
14) Staf Madya 1 : golongan D ruang 2 disebut golongan D2
15) Staf Utama Madya : golongan D ruang 3 disebut golongan D3
16) Staf Utama : golongan D ruang 4 disebut golongan D4

Pasal 34

Calon pegawai yang diangkat sebagai Pegawai PDAM diberikan pangkat dan

golongan ruang permulaan sebagai berikut :

1) berijazah sekolah dasar (SD) diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda/
Golongan Al.

2) berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) diberikan pangkat Pegawai
Dasar/Golongan A3.

3) berijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)/diploma 1 (D1) diberikan
pangkat Pelaksana Muda/Golongan B1.

4) berijazah sarjana muda/diploma II (D2) diberikan pangkat Pelaksana Muda 1,
Golongan B2.

5) berijazah sarjana muda/diploma IIl (D3) diberikan pangkat Pelaksana/
Golongan B3.

6) berijazah strata 1 (S1/D4) diberikan pangkat Staf Muda/Golongan C1

7) berijazah strata 2 (S2) diberikan pangkat Staf Muda 1/Golongan C2

8) berijazah strata 3 (S3) diberikan pangkat Staf /Golongan C3

Pasal 35

Pangkat dan golongan pegawai PDAM terakhir berdasarkan pendidikan jika tidak

menduduki jabatan dalam struktur PDAM adalah sebagai beikut :

1) berijazah sekolah dasar (SD) dengan pangkat dan golongan terakhir adalah
Pelaksana Muda/Golongan B1.

2) berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dengan pangkat dan
golongan terakhir adalah Pelaksana/Golongan B3.

3) berijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)/diploma I (D1) dengan pangkat
dan golongan terakhir adalah Staf Muda 1/Golongan C2.
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4) berijazah sarjana muda/diploma lII, Il (D2,D3) dengan pangkat dan golongan
terakhir adalah Staf/Golongan C3.

5) berijazah strata 1 (S1) dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf 1/
Golongan C4.

6) berijazah strata 2 (S2) dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf
Madya/Golongan D1

7) berijazah strata 2 (S3) dengan pangkat dan golongan terakhir adalah Staf
Utama/Golongan D4

Pasal 36

Untuk menduduki jabatan yang ada di struktur pegawai PDAM adalah sebagai

berikut :

1) jabatan Kepala Seksi (Kasi)/ Kepala Unit pendidikan minimal SLTA sederajat.

2) jabatan Kepala Bagian (Kabag)/Kepala Satuan Pengawas Intern pendidikan
minimal Diploma III (D3).

3) dalam hal belum terpenuhi sumber daya manusia (SDM) pada PDAM sesuai
ketentuan pasal 36 ayat 2 dapat ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) minimal
pendidikannya SLTA/sederajat, atas pertimbangan direktur dengan
memperhatikan pengalaman kerja serta penilaian kinerja yang baik selama
menjalankan tugas.

Pasal 37

1) Kenaikan pangkat pegawai PDAM secara reguler 4 tahun sekali, dan dapat
diberikan kenaikan pangkat apabila memiliki prestasi atau memenuhi syarat
sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

2) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan direktur.

Pasal 38

1) Batas usia pensiun pegawai PDAM adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat
pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling
sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Ketiga
Tunjangan Jabatan

Pasal 39

Pengawai PDAM Sirin Meragun, yang diangkat untuk jabatan tertentu

berdasarkan Surat Keputusan Direktur diberi tunjangan sebagai berikut :

1) Kepala Bagian (Kabag), Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) diberikan
tunjangan jabatan sebesar Rp. 1.500.000,00/bulan;

2) Kepala Seksi (Kasi), Kepala Unit diberikan tunjangan jabatan sebesar
Rp. 600.000,00/ bulan.
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

Bagian Keempat
Penghasilan dan Cuti

Pasal 40

Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah
sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi;

a. tunjangan pangan;

b. tunjangan kesehatan; dan

¢. tunjangan lainnya diatur dalam peraturan perusahaan.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan
kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan perusahaan.
Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kemampuan PDAM.

Pasal 41

Penyusunan skala gaji pegawai PDAM berpedoman pada prinsip-prinsip skala
gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
PDAM.

Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 42

Pegawai PDAM yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling
tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah
diberikan tunjangan anak sebesar 2 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk
setiap anak.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang
sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih
bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat Kketerangan dari
sekolah /perguruan tinggi.

Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak
untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 43

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan pegawai PDAM diberikan bagian jasa
produksi sesuai kemampuan keuangan PDAM.

1)

Pasal 44

Pegawai PDAM yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja
pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.

2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kenaikan berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
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1)

2)

3)

1)

2)

3)

Pasal 45

Pengawai memperoleh hak cuti meliputi ;

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;

d. cuti nikah;

e. cuti bersalin; dan

f. cuti diluar tanggungan PDAM.

Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan
PDAM.

Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam peraturan PDAM yang disyahkan Bupati yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 46

Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa
kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang
besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Direktur memberikan jasa kepada pegawai yang telah menunjukan prestasi
luar biasa dalam pengembangan PDAM.

Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Pasal 47

Setiap pegawai PDAM wajib :

a.

o o

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

mendahulukan kepentingan PDAM diatas kepentingan lainnya;

memenuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan

memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 48

Setiap pegawai PDAM dilarang :

a.
b.

C.

melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
menggunakan kedudukan untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri
dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan

mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.
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2)

3)

4)

1)

2)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Bagian Ketujuh
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 49

Pegawai PDAM dapat dikenakan sanksi hukuman.

Jenis sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
teguran lisan;

teguran tertulis;

penundaan kenaikan gaji berkala;

penundaan kenaikan pangkat;

penurunan pangkat;

pembebasan jabatan;

pemberhentian sementara;

. pemberhentian dengan hormat;

i. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pegawai PDAM yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal
48 huruf a wajib mengembalikan kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan-
ketentuan tentang ganti rugi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pelaksana sanksi hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan yang ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.

TEFR SR TS

Pasal 50

Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan
larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan/atau tindak pidana.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama
6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 51

Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal
49, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) gaji.
Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus
dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa
penghasilan yang belum diterima.
Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak
hormat.

Pasal 52

Pegawai PDAM yang diberhentikan dengan hormat, karena :

meninggal dunia;

permintaan sendiri;

tidak melaksanakan tugas;

tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

telah mencapai usia pensiun; dan/atau

reorganisasi.

Pegawal yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang
besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

me a0 TR
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Pasal 53

Pegawai PDAM yang diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

a.
b.

C.

1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

3)

4)

Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;

Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau;

Merugikan Keuangan PDAM.

BAB V
DANA PENSIUN

Pasal 54

Direktur dan pegawai PDAM diikut sertakan pada program pensiun yang
diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun
Lembaga Keungan.

Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas pertimbangan optomalisasi dan kepastian mamfaat bagi
Direktur dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja
yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB VI
ASOSIASI

Pasal 55

Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum
Seluruh Indonesia (PERPAMSI).

PDAM memamfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani
kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi
dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 56

Direktur dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan atau petunjuk Dewan
Pengawas,

Direktur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi yang baik dalam lingkungan PDAM maupun
dengan instansi lain diluar PDAM,;

Direktur wajib melakukan rapat berkala pada tiap tingkatan pimpinan dan
staf dalam rangka evaluasi penyelenggaraan tugas PDAM;

Setiap Kepala Bagian, Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern, Kepala Seksi
dalam lingkungan PDAM bertangggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sekadau
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi, Kepegawaian dan Tata Perusahaan
Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau, dinyatakan dicabut dan
tidak berlaku lagi.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten

Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Desember 2016.

BUPATI SEKADAU,

TTD
RUPINUS
Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TTD
YOHANES JHON
BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

____SUBHAN
NIP. 19750426 199412 1 001
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+ Lampiran Peraturan Bupati Sekadau
Nomor : 60 Tahun 2016
Tanggal : 5 Desember 2016

Tentang : Struktur Organisasi, Kepegawaian dan Tata Kerja PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau
STRUKTUR ORGANISASI PDAM SIRIN MERAGUN

BUPATI SEKADAU

DEWAN PENGAWAS
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